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ABSTRAK 

 

Kebiri yang dikenal dengan kastrasi merupakan tindakan bedah dan 

penggunaan bahan kimia dengan tujuan menghilangkan fungsi testis pada pria. 

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi 

pelindung kehidupan. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang 

menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya 

melindungi hidup makhluk insani”.  

Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Apakah 

pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik 

kedokteran Tahun 2012 dan Bagaimana perlindungan hukum untuk dokter yang 

melaksanakan eksekusi kebiri kimia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian hukum normatif, Di dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan 

Perundang-undangan dan Pendekatan Pendekatan Historis. 

Dalam kesimpulan penulis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku badan yang 

dimintai sebagai pelaksanaan hukuman kebiri kimia secara tegas menolak 

permintaan oleh Kejaksaan Negeri. Ikatan Dokter Indonesia sangat memegang 

teguh sumpah profesi yang dianut oleh Kedokteran seluruh dunia. Secara eksplisit 

sumpah tersebut terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 

dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter. 

Sumpah hipokrates yang secara global menjadi dasar seorang dokter dalam 

melaksanakan profesinya, menjadi halangan dokter untuk melakukan hukuman 

kebiri kimia. 

Kata Kunci : Kedokteran, Kebiri Kimia, Kode Etik Kedokteran, dan 

Perlindungan Hukum. 

 



 

 

xiii 

 

ABSTRACT 

 

Castration, known as castration, is a surgical procedure and the use of 

chemicals with the aim of eliminating the function of the testicles in men. The Code 

of Medical Ethics stipulates that a doctor must be a protector of life. Based on 

Article 11 of the Code of Medical Ethics which states that "Every doctor is obliged 

to always remember his obligation to protect the lives of human beings".  

So the formulation of the problem that will be discussed in this research is 

whether the implementation of chemical castration executions is contrary to Article 

11 of the 2012 code of medical ethics and what is the legal protection for doctors 

who carry out chemical castration executions. The type of research in writing this 

thesis is normative legal research. In writing this thesis, the author uses three 

approach methods, namely the Conceptual Approach, the Legislative Approach 

and the Historical Approach. 

In the author's conclusion, the Indonesian Doctors Association (IDI), as the 

body requested to carry out the chemical castration sentence, firmly rejected the 

request by the District Attorney's Office. The Indonesian Doctors Association 

strictly adheres to the professional oath adopted by medicine throughout the world. 

This oath is explicitly contained in the 2012 Indonesian Medical Code of Ethics 

(KODEKI) and Government Regulation no. 26 of 1960 concerning the 

Pronunciation of the Doctor's Oath. The Hippocratic Oath, which globally is the 

basis for a doctor in carrying out his profession, is an obstacle for doctors to carry 

out chemical castration. 

Keywords: Medicine, Chemical Castration, Medical Code of Ethics, and Legal 

Protection. 
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